BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai salah satu desa yang dilahirkan pada masa reformasi, proses awal
pembentukan Desa Bukamog dilandasi oleh keinginan untuk hidup bersama dalam
satu kesatuan administrasi, serta dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup
bersama. Berdasarkan titik tolak seperti itu, maka pada akhir 2004 tepatnya pada
bulan oktober, tokoh-tokoh masyarakat membentuk Panitia Pemekaran Desa sebagai

implementasi nyata dari kesadaran akan keingan tersebut.

Berdasarkan keinginan tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan rapat
untuk menyatukan persepsi dan keinginan. Beberapa pertemuan kemudian dilakukan
untuk membahas persiapan pembetukan Desa Bukamog dengan menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh anggota masyarakat. Semangat yang muncul di
kalangan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam gelora pembentukan desa yang

diyakini akan melahirkan kesejahtraan bagi masyarakat di hari akan datang.

Segala prosedur dilewati dengan mudah oleh pihak panitia karena selain
mendapatkan dukungan moril dan materil dari warga desa, panitia juga mendapatkan
dukungan penuh dari unsur-unsur pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Buol.

Sejak saat itu maka proses persiapan pembentukan Desa Bukamog hampir tanpa
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kendala. Dan pada akhirnya tepatnya pada tanggal 21 Maret 2005, Desa Bukamog

diresmikan oleh Bupati Buol yakni Karim Hanggi.

Paska pembentuka desa, maka pemerintahan desa segera dijalankan dengan
menunjuk pejabat sementara kepala desa untuk mempersiapkan segala bentuk
keperluan warga desa di masa transisi, struktur pemerintahan mulai disusun dan ditata
kembali, banyak lembaga-lembaga ditingkatan desa dibentuk.Bahkan pada masa

transisi, di Desa Bukamog telah terbanguan 40 unit rumah dari bantuan pemerintah.

Setelah satu dekade, Desa Bukamog telah banyak mengalami perubaha, baik
di bindang infrastruktur sampai dengan kehidupan, ekonomi, sosial, serta budaya.
Kesemuanya ini saling berhubungan antara perkembangan satu aspek dengan aspek
lainnya, stabilitas ekonomi dan sosial tidak mungkin akan terjadi tanpa stabilitas
politik, begitu pula selanjutnya. Sebagai contoh, pembangunan Kantor Desa
Bukamog telah berdampak pada kelancaran jalannya pemerintahan desa, sehingga
mempercepat disribusi bantuan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga

pusat.

Di sektor budaya, terdapat pula tradisi yang secara turun temurun masih terus
dilaksanakan oleh warga desa. Termasuk salah satunya adalah tradisi Mapalus.
Tradisi ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, meskipun di depan mata
harus menghadapi ancaman globalisasi kebudayaan yang didukung oleh akses

teknologi komunikasi yang semakin mudah. Sehingga tidak ada jaminan bahwa
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tradisi tersebut masih akan terus bertahan dari generasi ke generasi, karena memang
sifat manusia kreatif sehingga akan melahirkan kondisi-kondisi baru yang berlainan

dengan sekarang.

Sementara itu, dalam aspek interaksi sosial masyarakat, baik interaksi sosial
antar etnis maupun antar umat beragama, dapat dilihat bagaimana pola interaksi
sosial yang asosiatif terjalin. Justru terjadi akomodasi, kerjasama, bahkan sampai
pada tingkatan asimilasi dan akulturasi budaya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik
dari masing-masing kelompok etnis yang terbuka dengan hal-hal baru. Tidak hanya
itu, masih dilaksanakannya tradisi Mapalus juga menjadi faktor pendukung proses
akomodasi, kerjasama, serta asimilasi, karena memang tradisi tersebut basisnya

adalah gotong royong dan kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka untuk dapat mempertahankan
kondisi masyarakat Desa Bukamog diperlukan komitmen dan konsistensi dari
berbagai elemen masyarakat, baik secara structural maupun kultural. Selain itu,
pemerintah baik di tingkatan desa sampai dengan pusat, harus benar-benar
mengeluarkan kebijakan yang dapat mempercepat wadah pencapaian kesejahteraan

bersama sesuai dengan niat awal dari proses pemekaran Desa Bukamog.

Selain itu, kepada generasi muda yang akan memegang estafet pemerintahan

ke depan harus lebih berani memulai tindakan, baik dalam bidang sosial, ekonomi,
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budaya, dan politik. Di bidang sosial harus terus dijaga hubungan sosial yang telah
dijalin antar kelompok etnis dan kelompok umat beragama guna tercapainya

kehidupan yang penuh dengan toleransi.

Adapun saran yang berkaitan dengan historiografi Desa Bukamog, pemerintah
daerah baik dari desa sampai provinsi harus benar-benar melakukan arsipasi dan
dokumentasi yang berkaitan erat dengan sumber-sumber sejarah, sehingga bahan
baku penyusunan historiografi dapat dengan mudah diakses. Hal ini juga berguna
agar kelompok kepentingan yang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan denga

Desa Bukamog dapat dengan mudah mendapatkannya.

Untuk seluruh elemen masyarakat Bukamog tetap terus komitmen kepada
tujuan awal pembentukan desa dan melestarikan tradisi yang sampai dengan saat ini

masih terus dilaksanakan.
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